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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka Peran LBH APIK Jakarta

terhadap Judicial Review Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi adalah LBH APIK Jakarta sebagai pemohon mengajukan

kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008. Berikut ini adalah pasal-pasal yang diajukan untuk

diujikan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 1;

2. Pasal 4 ayat (1), ayat (2);

3. Pasal 10;

4. Pasal 20;

5. Pasal 23

bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

1945, meliputi:

1. Pasal 28D ayat (1);

2. Pasal 28E ayat (2);

3. Pasal 28G ayat (1), ayat (2);

4. Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5);

5. Pasal 28J ayat (2)
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Akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi akan menciptakan kondisi sosial dan hukum di

masyarakat yang tidak kondusif. Perempuan yang merupakan salah satu

bagian dari kelompok masyarakat tersebut akan mengalami diskriminasi,

misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi tidak mengatur mengenai prosedur hukum acara yang khusus.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur hukum acara khusus

untuk perempuan korban KDRT. Disamping itu, jika aspirasi dari

masyarakat adat (seperti Bali, Papua, Jawa Barat, dan lainnya) dibiarkan

begitu saja bisa akan berpotensi pada disintegrasi bangsa.

B. SARAN

1. LBH APIK Jakarta harus mendorong masyarakat juga untuk

bersikap kritis terhadap segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan

Negara, khusus terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi. Dengan membentuk forum-forum diskusi

terkait dengan judicial review undang-undang tersebut.

2. LBH APIK Jakarta bersama organisasi perempuan lainnya

sebaiknya membuka ruang-ruang pendiskusian yang lebih luas

lagi terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi. Hal ini dilakukan agar semakin meluas
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perjuangan organisasi perempuan dalam menciptakan produk

hukum yang berperspektif gender.

3. Dalam memberikan pemahaman terhadap masyarat tentang situasi

perkembangan judicial review Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi, sebaiknya LBH APIK Jakarta

mengeluarkan media cetak, dalam selebaran, atau news letter yang

bisa dijadikan bacaan bagi masyarakat luas.
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